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Sambutan Kepala PPSDM Parekraf 

Pertemuan dibuka oleh Bapak Dr. Anggara Hayun Anujuprana, S.T., M.T. selaku Kepala PPSDM 

Parekraf. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi ajang 

silaturahmi dan berkumpulnya seluruh pegawai Pusbang SDM Parekraf. “Keunikan di 

Pusbang SDM Parekraf adalah adanya 3 bidang yang berbeda-beda, maka dengan adanya 

acaranya ini kita dapat menyatu serta dapat berdiskusi dalam menyusun LAKIP dan 

menyempurnakan Renstra Pusbang SDM Parekraf” ujar Bapak Kepala PPSDM Parekraf. 

Hadirnya Narasumber dari Inspektur Utama Kemenparekraf yang diwakili oleh Bapak Suharto, 

S.E., M.M. dan Bapak Andres, S.Sos bertujuan untuk memberikan arahan terkait format dan 

substansi Laporan Kinerja yang baik sesuai dengan perundang – undangan. 



Hasil Rapat: 

Agenda 1 Materi Penyusunan LAKIP Unit Kerja dari Inspektorat Utama 

 LAKIP adalah produk akhir dari SAKIP, lakip berisi kegiatan yang sudah direncanakan sejak 

awal tahun. LAKIP menuangkan pekerjaan yang dilakukan selama satu tahun serta gambaran 

keberhasilan program apakah sudah tercapai dengan baik atau belum. 

 Dasar hukum : 

a. Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sisitem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). 

b. Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Dalam membangun SAKIP harus berisikan jelas dan lengkap tugas dan fungsi dari unit kerja 

tersebut, bila sudah spesifik lebih mudah untuk menurunkan ke indikator hingga output. 

Eselon II harus mampu menelaah korelasi antara kegiatan yang dilakukan dengan tugas dan 

fungsi unit kerja Eselon II tersebut. Kedepan Eselon II harus mampu memastikan bagaimana 

output tercapai dari pencapaian IKU Eselon I. 

 Format Laporan Kinerja gambarannya sebagai berikut :  

a. Uraian singkat organisasi (Tugas dan Fungsi unit kerja); 

b. Rencana kerja dan target kinerja yang ditetapkan (berdasarkan perjanjian kinerja); 

c. Pengukuran capaian perjanjian kinerja; 

d. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja (yang dilihat adalah efektifitas program dan 

kegiatan). 

 Penilaian Akuntabilitas Kinerja : 

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (yang paling penting adalah 

kebermanfaatan output); 

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

dan beberapa tahun terakhir; 

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun inni dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam renstra organisasi; 

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;  

e. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang dilakukan; 

f. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya; 

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian 

kinerja; 

 



 LAKIP diserahkan mulai dari Pimpinan Satker  Pimpinan Uker  Menteri  Bappenas  

Kemenkeu  Kemenpan RB. 

 Catatan Evaluasi SAKIP 2019 : 

a. Penjabaran kinerja di penetapan kinerja secara berjenjang pada tiap level organisasi blum 

didasarkan pd kinerja level diatasnya; 

b. Pembangunan sIstem aplikasi e-planning, e-budgeting, e-performance ( seharusnya diinput 

secara berkala per triwulan, sehingga tukin didasarkan pada pencapaian kinerja 

organisasi). Sejauh ini belum terlihat efektifitas pemanfaatan aplikasi; 

c. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis masih belum sepenuhnya didukung pemilihan 

program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga pemanfaatan sdm kurang efektif; 

d. Mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporan perlu 

dioptimalkan sehingga memberi informasi yang terleban dan tepat waktu dalam 

pengambilan keputusan. 

 Kendala dan hambatan dalam LAKIP :  

a. Belum disusun perencaan kinerja jangka menengah; 

b. Belum optimalnya satker dalam merumuskan program kegiatan;  

c. Siklus tata kelola reformasi belum dijalankan dnegna baik. 

 Rekomendasi/catatan yang bisa disiapkan dalam menyiapkan lakip : 

a. Merumuskan dan menetapkan ruang lingkup tanggung jawab satker;  

b. Merumuskan dan menetapkan indikator yang akan dicapai; 

c. Melakukan mapping dan assessment atas objek yang menjadi tanggung jawab satker 

dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan. Penting sehingga menjadi nilai 

dasar dari kegiatan yang dilaksanakan; 

d. Merumuskan dan menetapkan target capaian dalam jangka menengah; 

e. Merumuskan dan menetapkan program kegiatan yang efektif dalam mewujukan capaian 

indikator; 

f. Melakukan pengukuran capaian kinerja dengan indicator yang telah ditetapkan; 

g. Melakukan pemanfaatan dan monitoring atas pelaksanaan program kegiatan;  

h. Melakukan evaluasi atas capaiann kinerja scara berkala;  

i. Merumuskan rekomendasi evaluasi;  

j. Menyusun dan melaporkan capaian kinerja di aplikasi secara berkala, tidak ditumpuk di 

akhir; 

k. Mendokumentasi seluruh aktifitas pengelolaan kinerja sebagai informasi dan referensi 

dalam penyusunan LAKIP. 



Agenda 2 : Materi Program Pengembangan dan Pemahaman Pemenuhan Angka Kredit Jabatan 

Fungsional Assessor SDM Aparatur. (Narasumber BKN) 

 Evolusi Manajemen Sumber Daya Manusia melalui 4 tahapan, yaitu: 

a. Tahap Pemeliharaan File dan Personalia (Administrasi Personalia); 

b. Tahap Akuntabilitas Pemerintah (Manajemen Personalia); 

c. Tahap Akuntabilitas Organisasional (Manajemen Organisasi); 

d. Tahap Keterlibatan Strategik (Human Capital Management). 

 Perubahan Manajemen Sumber Daya Manusia dilandasi oleh 3 landasan yaitu, Landasan 

Filosofi, Landasan Yuridis, dan Landasan Sosiologis. 

 Konsep dasar perubahan jabatan fungsional kepegawaian (Rancangan Jabatan Fungsional 

Kepegawaian Baru) berdasarkan, Job Content, Job Process, Job Context. 

 Rancangan Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri dari 3 jabatan yaitu: 

a. Analis Kepegawaian Terampil dan Ahli (Permen PAN-RB Nomor 37 dan 38 Tahun 2020) 

b. Assessor SDM Aparatur (Permen PAN-RB Nomor 39 Tahun 2020) 

c. Auditor Kepegawaian (Proses Penetapan) 

 Arsitektur Jabatan Fungsional Kepegawaian perannya sebagai Professional HR Consultant, 

yang terdiri dari 4 jabatan yaitu, Pranata SDM Aparatur, Analis SDM Aparatur, Assessor SDM 

Aparatur, dan Auditor Manajemen Aparatur. 

 Assessor SDM Aparatur memiliki tugas pokok melaksanakan asesmen kompetensi/potensi 

yang digunakan sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen SDM Aparatur. Asesor 

SDM Aparatur memiliki tanggungjawab menjamin akurasi dan kebenaran pelaksanaan 

asesmen kompetensi/potensi. 

 Asesor SDM Aparatur memiliki 4 jenjang karir, yaitu: 

a. Asesor SDM Aparatur Pertama yang bertugas merumuskan asesmen kompetensi/potensi; 

b. Asesor SDM Aparatur Muda yang bertugas menganalisis monitoring dan evaluasi 

pemanfaatan hasil asesmen; 

c. Asesor SDM Aparatur Madya yang bertugas mengevaluasi program kegiatan asesmen; 

d. Asesor SDM Apartur Utama yang bertugas mengembangkan pengembangan strategis 

asesmen.  

 Butir kegiatan Asesor SDM Aparatur yaitu: Penerapan, Analisis, Evaluasi, Pengembangan dan 

Pengendalian Mutu. Sedangkan unsur kegiatannya meliputi : Asesmen Kompetensi/Potensi, 

Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Asesmen, dan Pengembangan Strategis Asesmen. 

 Asesor SDM Aparatur boleh mengerjakan kegiatan satu tingkat di bawahnya dengan nilai 

angka kredit 100% dari nilai angka kredit kegiatan yang ditetapkan dan kegiatan satu tingkat 



di atasnya dengan nilai angka kredit 80% dari nilai angka kredit yang ditetapkan. 

 Jumlah butir kegiatan setiap jenjang Asesor SDM Aparatur berbeda-beda yaitu: 

a. Asesor Aparatur SDM Pertama memiliki 14 butir kegiatan; 

b. Asesor Aparatur SDM Muda memiliki 19 butir kegiatan; 

c. Asesor Aparatur SDM Madya memiliki 17 butir kegiatan; 

d. Asesor Aparatur SDM Utama memiliki 14 butir kegiatan. 

 Angka kredit Asesor SDM Aparatur diperoleh dari 3 unsur penunjang, yaitu : Tugas Pokok, 

Pengembangan Profesi Asesor Aparatur SDM, dan Penunjang Tugas Asesor SDM Aparatur. 

 Tugas Pokok Asesor SDM Aparatur meliputi : Asesmen Kompetensi/Potensi, Monitoring dan 

Evaluasi Pemanfaatan Hasil Asesmen, Pengembangan Strategis Asesmen. 

 Pengembangan Profesi Asesor Aparatur SDM meliputi: 

a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal; 

b. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah; 

c. Penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis; 

d. Pengembangan kompetensi; 

e. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi ditetapkan IP. 

 Penunjang Tugas Asesor SDM meliputi: 

a. Pengajar/Pelatih/Pembimbing; 

b. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi; 

c. Perolehan ijzah/gelar kesarjanaan lainnya; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF Asesor SDM Aparatur. 

 Standar dan penilaian hasil kerja Asesor SDM Aparatur ditinjau dari : Kegiatan, Hasil Kerja 

(Dokumen Administrasi dan Dokumen Hasil Kerja), dan Kualitas Hasil Kerja. 

 Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Kepegawaian dapat dilakukan bila memenuhi syarat 

sebagai berikut : Memenuhi angka kredit, Lolos Uji Kompetensi, Mendapat gelar S2 Jabatan 

Fungsional Kepegawaian Ahli Utama, Adanya formasi jabatan di instansi asal. 

 Pemberhentian Jabatan Fungsional Kepegawaian Asesor SDM Aparatur dilakukan bila : 

a. Mengundurkan diri dari jabatan; 

b. Diberhentikan sementara dari PNS; 

c. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara; 

d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan; 

e. Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan 

pengawas, dan jabatan pelaksana; 



f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan. 

 Sertifikasi Jabatan Fungsional Kepegawaian antara lain sebagai berikut: 

a. Basic diperuntukkan untuk Asesor Aparatur SDM Pertama; 

b. Lead diperuntukkan untuk Asesor Aparatur SDM Muda dan Madya; 

c. Master diperuntukkan untuk Asesor Aparatur SDM Utama. 

 

Agenda 3 : Finalisasi dan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Pusbang SDM Parekraf. 

 Pembahasan Kebijakan Mutu 

- Dalam ISO Sistem Manajemen Mutu harus berkomitmen untuk terus memperbaiki standar 

mutunya, maka dalam narasi kebijakan mutu ada 2 alternatif yang ditawarkan yaitu 

“Alternatif 1” dan “Alternatif 2”. 

- Pak Hayun : “Altenatif 1 dan 2 sebenarnya belum memenuhi seluruh tusi kita, yaitu 

manajemen talenta dan Jabatan fungsional.” 

- Pak Hayun : “Untuk Alternatif 1, itu agak aneh bahasanya, yaitu penyedia sdm.” 

- Pak Hayun : “Kalau kita berbicara perbaikan berkelanjutan itu pasti arahnya bermutu, 

maka kata yang bermutu mungkin dihapus saja.” 

- Bu Eka: “Maksud SDM disini apakah termasuk yang diluar ASN? maka perlu dibahas 

dengan tegas bahwa fokusnya adalah ASN.” 

- Pak Heri : “Kata Mitra Kerja sepertinya dihapuskan saja karena sudah melekat pada 

Pusbang itu sendiri, dan Mitra itu sendiri kurang tepat apabila diterapkan kepada yang 

masih 1 instansi.” 

- Pak Suwanto : “Kalau ditulis kata Perbaikan, seolah-olah yang sebelumnya melakukan 

kesalahan sehingga perlu perbaikan.” 

- Pernyataan Pak Suwanto ditanggapi oleh Pak Besar dengan penjelasan bahwa yang 

dimaksud Perbaikan adalah Perubahan.” 

- Pak Duta : “Kalau berdasarkan tugas dan fungsi apakah benar melakukan tugas hingga ke 

dinas-dinas? karena sudah ada unit lain yang membina SDM Eksternal.” 

- Pak Adi : “Di Kebijakan Mutu tidak apa dibuat umum, namun nanti akan kita detailkan di 

Sasaran Mutu-nya.” 

- Pak Hayun : “Bahasa Pelayanan, Pendampingan dan Pembinaan adalah bahasa lama, 

maka lebih baik pakai yang baru yaitu Mitra Kerja.” 

- Maka disusun Alternatif 3 yaitu : ”Pusbang SDM Parekraf berkomitmen untuk melakukan 

perbaikan berkelanjutan dan menjadi mitra kerja dalam menghasilkan ASN berdasarkan 

kompetensi tertentu serta penguatan kelembagaan pendidikan tinggi dibawah 

Kementerian/Badan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

- Kemudian berdasarkan masukan Pak Heri, Alternatif 3 yang telah disepakati untuk 

direview kembali dan disusun dalam Alternatif 4 yaitu : “Pusbang SDM Parekraf 

berkomitmen untuk melakukan pelayanan, pendampingan dan pembinaan yang 

berkelanjutan untuk menghasilkan ASN yang kompeten serta mendorong penguatan 

kelembagaan pendidikan tinggi dibawah Kementerian/Badan dengan memenuhi peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.” 



- Keputusan terakhir bahwa Kebijakan Mutu yang digunakan adalah “Alternatif 3.” 

 Pembahasan Sasaran Mutu 

- Pak Adi : “Untuk yang Nomor 1 agak berat, apabila Pak Kapus berkenan bagaimana kalau 

di 2023, kemudian juga untuk assessor ada kekosongan di jenjang pertama yang baru bisa 

di lantik di 2022 ketika sudah 3b.” 

- Pak Hayun: “Untuk yang Nomor 2 kotak Manajemen Talenta bahasanya seperti agak 

janggal, diubah menjadi Kotak Talenta saja.” 

- Untuk “Poin 2”, tahunnya direvisi menjadi 2022. 

- Untuk “Poin 3” berubah menjadi berbunyi “Menjadi lembaga diklat terakreditasi LAN 

ditahun 2022” 

- Untuk “Poin 4” berubah menjadi berbunyi “Meraih re-akreditasi program diklat pariwisata 

dasar dari LAN di tahun 2021.” 

- Disisipkan “Poin 5” yang baru yaitu “Meraih re-akreditasi program diklat teknis ekonomi 

kreatif dari LAN di tahun 2021.“ 

- Disisipkan “Poin 6” yang baru yaitu “Menjadi lembaga pengakreditasi lembaga diklat 

teknis pariwisata dasar di tahun 2021.” 

- Disisipkan “Poin 7” yang baru yaitu “Menjadi lembaga pengakreditasi lembaga diklat 

teknis ekonomi kreatif dasar di tahun 2023.” 

- Disisipkan “Poin 8” yang baru yaitu “Terwujudnya 2 JF di bidang pariwisata dan ekonomi 

kreatif di tahun 2023.” 

- Untuk “Poin 9” berubah menjadi berbunyi “Terwujudnya pembinaan 2 JF di bidang 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2023.” 

- Untuk “Poin 10” berubah menjadi berbunyi “Meraih akreditasi tedqual pada institusi 

dibawah Kementerian/Badan pada tahun 2023.” 

- Untuk “Poin 11” berubah menjadi berbunyi “Meraih akreditasi institusi A dari BAN PT 

pada PTNP dibawah Kementerian/Badan pada tahun 2023.” 

- Untuk “Poin 11” berubah menjadi berbunyi “Meraih akreditasi program studi unggul dari 

BAN-PT sebanyak 75% dari keseluruhan program studi pada PTNP dibawah 

Kementerian/Badan di tahun 2023.” 

 

 

 Pembahasan Visi. Ada 2 alternatif yang ditawarkan 

- Pak Hayun : “Alternatif 2 bagus namun PTNPnya tidak muncul. Lalu SDM diubah menjadi 

ASN.” 

- Alternatif 2 berubah menjadi “meningkatkan kompetensi ASN Parekraf dan penguatan 

kelembagaan PTNP untuk mendorong Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing 

global dan berkelanjutan” 

- Disusun Alternatif 3 yang berbunyi “Terwujudnya Pusbang SDM Parekraf yang berdaya 

saing global dan berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi asn dan penguatan 

kelembagaan PTNP.” 



- Disusun Alternatif 4 yang berbunyi “Terwujudnya Pusbang SDM Parekraf yang mampu 

ikut mendorong Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global dan 

berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi ASN dan penguatan kelembagaan PTNP.” 

 

Agenda 4 : Materi Program Pengembangan dan Pemahaman Pemenuhan Angka Kredit Jabatan 

Fungsional Analis Kebijakan. (Narasumber LAN) 

 Statistik Kemenparekraf yang terdata di LAN ada 44 orang Analis Kebijakan yang murni dari 

jalur pengangkatan pertama (bukan dari jalur penyetaraan), terdiri dari 16 orang Madya dan 

28 orang Pertama, maka terdapat GAP yang mana tidak ada Jabatan Fungsional Analis 

Kebijakan Muda.  

 8 JFAK pertama seluruhnya golongan 3a namun belum ada yang berhasil naik pangkat ke 3b 

karena terkendala oleh , 1 orang yang berhasil naik pangkat dari 4B ke 4C (Bp. Duta Indra 

Siregar) karena secara angka kredit sudah mempunyai kecukupan untuk Utama hanya 

terkendala pada pendidikannya. 

 6 peraturan terkait dengan DUPAK JFAK, permenpan 45 tahun 2013, peraturan bersama  

kepala LAN peraturan no 28 th 2017 tentang kegiatan penulisan karya tulis ilmiayah di JFAK. 

 Persyaratan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, yaitu : 

a. Berusia maksimal 2 tahun terhitung dari tanggal surat ketika mengajukan DUPAK 

biadanya sidang berkas dilakukan 2 kali di januari dan September tahun berjalan; 

b. DUPAK yang diperoleh seteleh mendapat rekomendasi, dengan syarat jarak antara 

peneriaman surat rekomendasi dan diangkatnya tidak lebih dari 6 bulan; 

c. Harus disertai dengan administrative kantor (saat pengajuan DUPAK, harus disertai 

dengan berkas2 kepegawaian, karena kalau tidak disertakan maka pihak LAN tidak mau 

menindak lanjut atas DUPAK yang diajukan); 

d. Pengajuan DUPAK juga harus dilengkapi dengan Bukti Pendukung. 

 

 

 Bukti Pendukung ada 2 jenis : 

a. Bukti dukung dasar bahwa Policy Brief atau dokumen harus dipenuhi. 

b. Bukti pemanfaatannya (setelah bukti dibuat maka harus ada tindak lanjut 

pemanfaatannya). 

 Hasil Kerja JFAK 

a. Unsur pertama terdiri dari : 

1. Pendidikan (hanya bisa diperoleh dengan jalur pendidikan formal/pelatihan diklat 

fungsional atau teknis yang berkaitan dengan teknis analis kebijakan);  

2. Kajian analisis kebijakan (terbagi dalam 2 jenis yang terkait dengan hasil hasil 



kedinasan atau karya tuis ilmiyah); dan  

3. Pengembangan profesi (apabila mampu berkoordinasi dengan BPSDM).  

b. Unsur penunjang (mengajar, mengikuti seminar, mengikuti webinar dll) 

 Kendala dalam pengumpulan angka kredit, karena tidak bisa berkolaborasi dengan pihak 

BPSDM di instansi masing-masing. 

 Karya tulis ilmiah yang bisa diakui sebagai penunjang angka kredit adalah : makalah 

kebijakan, policy brief, policy paper, dan artikel kebijakan (yang dipublikasikan/dimuat dalam 

media masa atau jurnal-jurnal) Paling cepat dalam pegumpulan angka kredit untuk naik 

pangkat adalah 3 sd 4 tahun. Angka kredit dari jenjang pendidikan S1 sebanyak (100), S2 

sejumlah (150). 

 Seseorang akan dieberhentikan dari jabatannya ketia dia tidak memenuhi kompetensinya, 

beda dengan pemberian hukuman disiplin atau dari LAN akan memberikan rekomendasi 

untuk memepertimbangakan jabatan fungsionalnya. 

 Pelatihan yang dilakuakan diluar peyelenggaraan atas fasilitasi instansi boleh diakui namun 

lebih baik mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi masing-masing. 

 

Agenda 5 : Penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Penerapan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2015 di Lingkungan Pusbang SDM Parekraf 

Kegiatan hari pertama ditutup dengan finalisasi Sistem Manajemen Mutu Pusbang SDM Parekraf 

disertai dengan penandatanganan dokumen komitmen bersama penerapan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2015 oleh Kepala Pusbang SDM Parekraf beserta seluruh koordinator di 

lingkungan Pusbang SDM Parekraf, serta penandatanganan dokumen kebijakan mutu oleh 

Kepala Pusbang SDM Parekraf dan disepakati oleh seluruh pegawai di lingkungan Pusbang SDM 

Parekraf Pusbang SDM Parekraf. 

 

 

Agenda 6 : Pemaparan Renstra Pusbang SDM Parekraf. (Narasumber Kepala Pusbang SDM 

Parekraf 

 Target Pusbang: Penguatan kelembagaan Pusbang SDM, dilanjutkan dengan meningkatkan 

kompetensi SDM dan penguatan kelembagaan PTNP, serta mewujudkan mimpi instansi. 

 Visi Kemenparekraf: “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju berdaya saing 

berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal dalam mewujudkan indonesia maju yang 

berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. 

 Diturunkan dari Visi Kemenparekraf, visi Pusbang yang disepakati yaitu: “Terwujudnya Pusat 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang unggul dalam 

rangka mendukung pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang maju berdaya saing 



dan bekerlanjutan di tahun 2024” 

 Misi yang disepakati ada 4 poin yang mencakup kegiatan masing-masing bidang yang ada di 

Pusbang. 

 Terkait SMM menjadi target seluruh bidang, saat ini sudah mendapat sasaran mutu, kegiatan 

mutu yang nantinya diturunkan menjadi dokumen mutu 

 Bidang 1: memiliki target besar yang tidak hanya terkait bidang 1 namun memerlukan 

kerjasama dari berbagai macam pihak. Targetnya antara lain, profiling pegawai. implementasi 

manajemen talenta (perlu koordinasi dengan SDMO terkait manajemen kinerja), program 

pengembangan kompetensi (diklat pariwisata dan ekonomi kreatif dasar melalui e-learning atau 

blended learning), uji kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis (dilakukan melalui 

assessment center, perlu ditentukan metode untuk uji kompetensi teknis), uji kompetensi 

kenaikan jenjang JF, evaluasi pengembangan kompetensi (level 1-4) dalam bentuk raport 

peserta pelatihan. 

 Bidang 2: penerbitan, pembinaan, dan pengembangan jabatan fungsional kepariwisataan dan 

ekonomi kreatif, sehingga terdapat beberapa JF yang dapat menjadi pilihan kita bersama 

 Bidang 3: seleksi bersama mahasiswa, penyeragaman sistem di PTNP, monev kerjasama PTNP, 

strategi promosi PTNP, dukungan peningkatan akreditasi PTNP. 

 Keyakinan dasar, untuk penjelasan akan dicantumkan pada bagian definisi, sehingga pada 

kolom keyakinan dasar hanya dicantumkan keyakinan dasar Pusbang yang disepakati yanklni 

nilai tambah pelanggan, perbaikan berkelanjutan, serta cross fungtional team. 

 Nilai-nilai organisasi yang disepakati: Pro-AKSI (Profesional, Adaptif, Kreatif, Sinergi, dan 

Inovatif) 

 Sasaran mutu adalah penjaminan “bola-bola” ini tercapai 

 Sasaran mutu Pusbang (lead indicator) yang dibuat pak besar berdasarkan sasaran strategik 

Pusbang (lack indicator), namun belum berdasarkan sasaran strategik menteri Parekraf 

(tercantum dalam renstra), sehingga akan disesuaikan kembali. 
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